
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN 

Nomor : 23  Tahun 2010

Tentang

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahw a u n tu k  m elaksanakan ke ten tuan  Pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja D aerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan 
W alikota Balikpapan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan  dan Belanja D aerah Tahun Anggaran 2010;

1. U ndang-Undang Nomor 27 T ahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang D arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pem bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang- 
U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
1959, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
B angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaim ana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 1994 Nomor 62, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan B angunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tan tang  Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem bentukah 
P eraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. U ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. U ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

10. U ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaK 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaim ana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
U ndang-Undang Nomor 12 tah u n  2008 tentang Perubahan Kedua 
a tas  U ndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

11. U ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
K euangan A ntara Pem erintah Pusat dan Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-U ndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Perm usyaw aratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123 Tahun 2009, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
130 Tahun 2009, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

14. Pera tu ran  Pem erintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan  Pengaw asan a tas Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor “fjl, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Pera turan  Pem erintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noqxor 
4138);



16. Peraturan  Pem erintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139);

17. Peraturan  Pem erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan  Keuangan Pim pinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaim ana telah d iubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan  Pem erintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan  Ketiga a tas Peraturan Pem erintah Nomor 24 
Tahun 2004 ten tang  Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pim pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan  Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan B adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2005 Nomor 48, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan  Pem erintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang S tandar 
A kuntansi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pem erintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574);

21. Peraturan  Pem erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang D ana 
Perim bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

2 2 . Peraturan  Pem erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi K euangan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);

2 3 . Peraturan  Pem erintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

2 4 . Peraturan  Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

25. Peraturan  Pem erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan S tandar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 
Tahun 2005, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);
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26.Peraturan  Pem erintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pem erintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2 7 . Peraturan Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang  Pembagian 
U rusan Pem erintahan A ntara Pem erintah, Pem erintahan Daerah 
Provinsi, dan  Pem erintahan Daerah K abupaten/K ota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 4737);

2 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan D aerah sebagaim ana telah 
diubah dengan Peratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 T ahun 2008 tentang 
Tata Cara P enatausahaan  dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban B endahara serta Penyampaiannya;

30. Peraturan D aerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2004 Nomor 23 Seri A Nomor 04);

31. Peraturan D aerah Kota Balikpapan Nomor: 03 Tahun 2010 
tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 
2010 Nomor: 03 Seri A Tanggal 09 November 2010).

MEMUTUSKAN

M enetapkan PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1
P erubahan Anggaran Pendapatan dan  Belanja D aerah (P-APBD) Tahun Anggaran  2010, 
dapat dirinci sebagai b e r ik u t:

1. Pendapatan
a. Sem ula Rp. 1.142.848.062.305,00
b. B ertam bah/(berkurang) Rp. 166.084.628.111,00
Ju m lah  Pendapatan setelah P erubahan Rp. 1.308.932.690.416,00

2 . Belanja D aerah
a. Sem ula Rp. 1.487.692.833.718,61
b. B ertam bah/(berkurang) Rp. 153.461.937.511,29 
Ju m la h  Belanja setelah Perubahan
Surplus/(D efisit) setelah perubahan

Rp. 1.641.154.771.229,90 
Rp. (332.222.080.813,90)

3. Pem biayaan Daerah: 
a. Penerim aan

1) Sem ula Rp. 359.810.771.413,61
2) B ertam bah/(berkurang) Rp. (11.222.873.619,74) 
Ju m lah  penerim aan setelah perubahan Rp. 348.587.897.793,87



b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 14.966.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.399.816.979.97
Jum lah pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.365.816.979,97

Jum lah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 332.222.080.813,90

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota Balikpapan ini dalam Berita Daerah.

ditetapkan di : Balikpapan 
pada tanggal : 10 November 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

IMDAAD HAMID

diundangkan di : Balikpapan

NOMOR : 23 SERI A TANGGAL 11 NOVEMBER 2010


